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Majunya suatu negara tergantung

dari pendidiRan pejabat dan
_ warga negaranya. Begitu juga
4 dengan sistemm pemerintahan
yang ada di dalamnya.
Kemajuannya sistem pemerinta-
han juga tergantung dengan
pendidikan dari pejabatnya.
Pejabat di sini, tidaR hanya yang
beRerja di lembaga negara, wakil
raRyat, pejabat pemerintah atau
negara, pejabat swasta, pejabat
publik, tetapi juga pejabat di
badan usaha miliR negara
(BUMN).

Di mana aRhir-aRhir ini Indonesia diRejutkan dengan Rorupsi bernilai 271 triliun Rupiah.
Harta ReRayaan ini hanya dimanfaatkRan oleh segelintir orang saja. PraktiR Rorupsi ini
melibatkan sejumlah penyelenggara atau pejabat negara, pejabat swasta terutama
BUMN, artis, dan sebagainya. Betapa tidaR jumlah Rorupsi 271 triliun Rupiah itu bisa
menghambat pertumbuhan eRonomi, menghambat Resejahteraan raRyat, seperti
menghambat pembangunan jalan dan jembatan atau untuR memperbaiRi jalan yang
berlubang-lubang dan jembatan runtuh, pemuRiman penduduR yang Rumuh yang tidaR
terbangun, bayi-bayi RekRurangan gizi, meningkRatnya RemisRinan, serta Resenjangan
sosial yang tinggi antara yang Raya dengan yang misRin. Dengan banyaR perilaku
Rorupsi ini bisa menurunnya tingRat Rebahagiaan di tengah-tengah masyaraRat. Lalu,
tingRat Repercayaan masyarakRat Repada pemerintah juga semakin berkRurang
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Opini

Mengapa Rorupsi ini sering terjadi di Indonesia? Salah satunya adalah Rarena pendidikRan

umum atau pendidiRan tinggi, baiR itu pendidiRan aRademikR maupun pendidikan voRasi
diberiRan untuR Ralangan tertentu. Namun, tidak sebanding dengan pendidikan agama
yang ada di dalamnya. PendidiRan agama hanya diberiran 2 sks atau 2 jam mata
pelajaran, baiR di sekRolah maupun di perguruan tinggi. Lalu, pendidiRan agama yang
dalam hanya diberikRan untuk Ralangan tertentu, seperti untuR guru, ustadz dan ustadzah,
rohaniwan, dan sebagainya. Selain itu, pendidiRan agama ini hanya ada di pesantren,
sekRolah Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN), dan sebagainya.

PendidiRan agama yang 2 SKS atau 2
jam pembelajaran tadi itu yang didapat
oleh lembaga negara, wakRil raRyat,
pejabat swasta, pejabat BUMN, pejabat
publiR, dan sebagainya RetiRa dia
memasuRi dunia Rerja. Apa yang terjadi?
KetiRa mereRa sudah tamat dan beRerja,
mereRa mencari ReRayaan. Lalu,
ReRayaan itu digunakan untuR Reluarga
dan Returunan merekRa tanpa mengin-
dahRan haR raRyat Indonesia, hak-hak
orang lain, dan faRir misRin di dalamnya.
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Berikut contoh rendahnya pendidikRan di Ralangan pemangku Repentingan negara atau
pejabat negara adalah persyaratan menjadi calon anggota legislatif (caleg). Caleg adalah
calon pejabat negara yang akan memimpin dan menyuarakRan Rebenaran dan membuat
undang-undang. Rendahnya pendidiRan menjadi caleg pada pemilu tahun 2024 dapat
dilihat dari persyaratannya sebagai berikut: 1. Kartu Tanda PendudukR sebagai warga
negara Indonesia; 2. Bukti Relulusan pendidikRan terakRhir berupa fotoRopi ijazah, surat
tanda tamat belajar, atau surat Reterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidiRan menengah; 3. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/IKota yang tidak pernah dipidana dengan
ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau surat Reterangan dari lembaga
permasyaraRatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; 4. Surat Reterangan sehat
jasmani dan rohani dan surat Reterangan bebas dari penyalahgunaan narRotikRa; 5. Surat
tanda bukRti telah terdaftar sebagai pemilih; 6. Surat pernyataan tentang Resediaan untuR
beRerja penuh waRtu yang ditandatangani di atas Rertas bermeterai; 7. Surat pernyataan
Resediaan untuR tidakR berpraRtiR sebagai akRuntan publiR, advoRat, notaris, pejabat
pembuat aRta tanah, dan atau tidak melaRukRan peRerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan Reuangan negara serta peRkerjaan lain yang dapat menimbulRan
RonfliR Repentingan dengan tugas, wewenang, dan hakR sebagai anggota DPR, DPRD
Provinsi/IKabupaten/IKota yang ditandatangani di atas Rertas bermeterai; 8. Surat
pengunduran diri yang tidaR dapat ditarikR Rembali sebagai pengurus pada badan yang
anggarannya bersumber dari Reuangan negara; 9. Kartu tanda anggota partai politiR
peserta pemilu; 10. Surat pernyataan tentang Resediaan untuR hanya dicalonkan oleh
satu partai politiR untuR satu lembaga perwakRilan yang ditandatangani di atas Rertas
bermeterai; 11. Surat pernyataan tentang Resediaan hanya dicalonRan pada satu daerah
pemilihan yang ditandatangani di atas Rertas bermeterai.

Dari data di atas, dapat dilihat persyaratan untukR menjadi calon anggota legislatif yang
masih minim, baik dari segi pendidiRan formal maupun dari segi pendidiRan agama. Hal
ini adalah pada syarat nomor 2. yaitu persyaratan caleg meliputi buRti Relulusan
pendidikRan teraRhir berupa fotoRopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat
Reterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidiRan atau program pendidiRan
menengah. Artinya, dari persyaratan di atas, tamatan SMP dan SMA sudah bisa syarat
menjadi caleg. Lalu, pendidiRan agama tidaR disyaratkRan Rehadirannya di sini.

Pada hal pendidiRan agama sangat penting bagi pejabat negara. Apa dampaknya jika
pendidiRan agama dan pendidikRan tinggi itu Rurang bagi calon legislatif? Salah satu
dampaknya adalah hukum dan undang undang yang dibuat oleh Dewan PerwaRilan
RaRyat dan Presiden itu tidak valid. Dalam praRtiknya di lapangan, penerapan huRum
terjadi tumpul Re atas dan runcing Re bawah.
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Jarang Rasus-Rasus Rorupsi yang besar
itu bisa diadili. Namun, Rasus pencurian
yang Recil bisa diadili sampai Re
pengadilan. Hal ini bisa dilihat dari
banyaknya Rasus Rorupsi yang besar,
seperti Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI), Rorupsi BankR Century,
Korupsi e-IKTPP, dan sebagainya. Sampai
saat ini, Roruptornya bisa hidup bebas
dan Ralau dipenjara sel tahanannya,
seperti hotel. MereRa bisa hidup enakR di
sel tahanan Rarena pengacaranya
banyakR yang bisa membelanya. Kalau
yang Rena Rasus Rorupsi atau pencurian
itu raRyat Recil, seperti mencuri Rayu
bakRar atau RakRao tidaR ada yang mau
membela. Karena mereka tak punya uang
dan amalan dari pengacara taR bisa
diandalRkan untuR membelanya. Hal ini
dapat dilihat dari Rasus Rorupsi yang
jumlahnya 271 Triliun Rupiah, banyakR
yang mendaftar untuR menjadi
pengacara Rarena mereRa memiliRi
banyak uang. Lalu, tidaR banyaR Rasus
Rorupsi ini yang bisa diberantas sampai
Re aRar-akRarnya.

Cara memberantas dan memperkecil
Rasus Rorupsi di Indonesia ini adalah
dengan jalan pendidiRan. Karena Rorupsi
itu bersistem. Di dalam sebuah sistem
ada beberapa orang yang tidakR ada
maksud untuR Rorupsi, tetapi teman-
teman yang lain melakRuRan Rorupsi,
yang tidakR iRut itu akRan menjadi iRut
Rarena sistem dan teman-teman yang
lain mempengaruhinya. Oleh Rarena itu,
pendidiRan harus diberikan secara
menyeluruh bagi pemangku Repentingan
negara dan masyarakRat.

PUTUSKAN RANTAI KORUPSI

Majalah Jendela PNP Volume 1 No. 2



Maijalah Jendela PNP Volume 1 No. 2

PendidiRan yang diberiRan tidakR hanya pendidiRan formal dan informal, tetapi juga
pendidiRan agama. PendidiRan formal di sini adalah tamat D-3, S-1, S-2, dan S-3.
PendidiRan nonformal, seperti lembaga Rursus, pusat pelatihan, dan majelis taRlim.
Begitu juga dengan pendidiRan agama, seperti menambah materi agama terutama di
bidang aqgidah atau ReyaRinan Repada Tuhan Yang Maha Esa, muamalah, shalat, zakat,
infak, sedekRah, eRonomi Islam, dan sebagainya. Lalu, pelaRsanaan pendidikan agama
bisa diterapRan dalam institusi pendidiRan umum dan pendidikan tinggi ditambah
jumlah jam atau SKS-nya, seperti 6 sampai 10 SKS. Bagi yang nonmuslim, coba
diRembalikRan Repada hati nuraninya masing-masing. Bagaimana Rita memiliRi Relebihan
harta aRibat Rorupsi? Orang lain terlantar dan menderita gara-gara Rita. Kemanakah hati
nurani atau ruh Rita sebagai manusia.

AAA

Hal ini bertujuan agar eRsistensi Rehidupan beragama harus lebih ditingRatkan
Reberadaanya di sekRolah, di Rampus, di instansi pemerintah, dan di tengah-tengah
Rehidupan bermasyarakRat dan bernegara. Dengan adanya materi agama tadi,
pemeluknya dituntun Re jalan yang lurus Rarena merekRa takRut dengan dosa RetiRa
melaRsanaRan Rorupsi dan memaRan uang rakRyat pun merupakan buatan yang hina.
Begitu juga yang non muslim merasa malu untuR melaRukRan Rorupsi Rarena perbuatan
itu tercela dan menyaRitkRan bagi orang lain. Selain itu, Undang-undang bisa dibuat dan
diterapkRan sebaikR mungRin dan seadil-adilnya di tengah-tengah masyarakRat sehingga
pemberantasan tidak Rorupsi, Rolusi, dan nepotisme (IKIKN) di berbagai lembaga, instansi
pemerintah, swasta, BUMN, dan di tengah-tengah masyarakat dapat dilaRukRan sampai
Re akRar-akarnya.




